WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, selain
gaji dan tunjangan lainnya, kepada Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
diberikan uang makan, maka pengaturan besaran
uang makan yang diatur berdasarkan Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kota Bengkulu perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2015
tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.05/2010 Tentang Pemberian Dan Tata Cara
Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
270);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota

Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 41);

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota
Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016
Nomor 42);

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu
(Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor
43);

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu
(Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor
44);



Menetapkan

22. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pemberian dan Tata Cara
Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota

Bengkulu Tahun 2015 Nomor 49) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 12
diubah sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah  Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bengkulu.



Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pengelolaan

keuangan dan Aset Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
PNS adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang
bertugas di lingkungan Pemerintah Kota

Bengkulu

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada
PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara

harian untuk keperluan makan PNS.

Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar
yang dibuat oleh Petugas Pembuat Daftar
Perhitungan Uang makan yang ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang
memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-
hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang
makan, dan jumlah uang makan yang diterima

PNS.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang
selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang
dibuat  oleh PenggOuna  Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
yang memuat pernyataan bahwa seluruh
pengeluaran untuk pembayaran uang makan
PNS telah dihitung dengan benar dan disertai
kesanggupan untuk mengembalikan kepada

negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.



10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya

11.

12.

disingkat SPP, adalah dokumen  yang
dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
dan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja
untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat

Penandatangan SPM berkenaan.

Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya
disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran;

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya
disebut SP2D, adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh BPKAD selaku Bendahara
Umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berdasarkan SPM.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah
yang menerapkan S5 (lima) hari kerja diberikan

Uang Makan.

Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan kehadiran PNS di

kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.



(3) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada PNS
adalah sebesar Rp. 25.000,00. Per hari.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 08 Januari 2018

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN
Diundangkan di Bengkulu,
pada tanggal 08 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ...01...



